
 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
 NOMOR  75 TAHUN 2018 

TENTANG 

MORATORIUM IZIN USAHA MINIMARKET 

DI KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata 
Ruang Kecamatan dan untuk mengatur serta menata 
keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan 
dan toko  swalayan di Kabupaten Sukoharjo, agar sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten 
Sukoharjo, perlu melakukan moratorium kembali terhadap 
izin usaha minimarket yang ada di Kabupaten Sukoharjo; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Moratorium Izin Usaha Minimarket di Kabupaten 
Sukoharjo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang  
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, 
Pusat Perbelanjaan, dan Toko  Swalayan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 250); 

 

 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN USAHA 
MINIMARKET DI KABUPATEN SUKOHARJO. 

    

 

BAB I 
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KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Moratorium adalah penangguhan atau melakukan 
penundaan. 

5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 
gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha 
melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha 
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial 
atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau 
Komitmen. 

6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-
hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara 
pelayanan mandiri (swalayan). 

7. Moratorium Izin Usaha Minimarket adalah Penangguhan 
atau melakukan penundaan Izin Usaha Minimarket. 

 

BAB II 
 MORATORIUM IZIN USAHA MINIMARKET 

Pasal 2 

(1)  Bupati melakukan moratorium izin usaha minimarket di 
wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

(2)  Moratorium izin usaha minimarket sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2030. 
 

Pasal 3 

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) maka:  

a. penerbitan Izin Usaha minimarket baik izin baru maupun 
perpanjangan/daftar ulang ditangguhkan. 

b. penerbitan rekomendasi untuk izin usaha minimarket 
ditangguhkan; 

c. verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau penerbitan 
rekomendasi persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 
minimarket ditangguhkan; 

 

d. penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) minimarket ditangguhkan. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin 
Pendirian Minimarket Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2019.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

   Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 28 Desember 2018 
 
BUPATI SUKOHARJO, 
 
            ttd 
 
  WARDOYO WIJAYA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  28 Desember 2018 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 76 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 
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